
 
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 
 

 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 
NOMOR 25 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
 KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, 
perlu mengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota 
Padang Panjang. 
  

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Padang Panjang tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

962); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);        
 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4400);   
    

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



- 2 - 

 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4712); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

  9. 
 
 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10. 
 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 
 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
 

  12. 
 

 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 
 

  13. 
 

 

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 
Nomor 8 Seri E.2); 

 
  14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 1); 
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                      MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG 
PANJANG.  

   

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang 
Panjang. 

4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 

5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu 
daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan 
Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula 

sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi 
intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan 

DPRD 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Padang Panjang. 
7. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Padang 

Panjang yang terdiri atas ketua dan wakil-wakil ketua. 
 
 

BAB II 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN  

KEUANGAN DAERAH 
 

Pasal 2 
 

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, 
yaitu:  
a. tinggi;  

b. sedang; dan  
c. rendah. 
 

Pasal 3 
 

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung 
berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi 
dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.  

 
(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, 
dan dana alokasi umum.  



- 4 - 

 

 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan 
penghasilan pegawai aparatur sipil negara.  

 
Pasal 4  

 

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan 

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun 
anggaran sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang 

Panjang Tahun Anggaran 2016  dan Peraturan Walikota 
Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang 

Panjang Tahun Anggaran 2016.  
 

Pasal 5 
 

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota 
dikelompokkan sebagai berikut:  
(1) di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh 

milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan 
Keuangan Daerah tinggi;  

(2) Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai 
dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh 
milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan 

Keuangan Daerah sedang; dan  
(3) di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar 

rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan 

Daerah rendah.  
 

 

BAB III 
 

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
 

Pasal 6 
 

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Tahun 
2018 adalah sebagai berikut : 
 

No URAIAN  Realisasi 2016 (Rp)  

I Pendapatan Umum Daerah  

 Pendapatan asli daerah  70.357.124.066,02  

 Dana alokasi umum  382.149.494.000,00  

 Bagi hasil  10.940.821.546,00  

 Jumlah  463.447.439.612,02  

   

II BELANJA PNS  

 Gaji pokok pnsd  117.885.578.646,00  

 Tunjangan keluarga  10.324.931.455,00  

 Tunjangan jabatan  5.040.717.810,00  

 Tunjangan Fungsional  6.375.099.960,00  

 Tunjangan Fungsional Umum  1.824.045.860,00  
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No URAIAN  Realisasi 2016 (Rp)  

 Tunjangan beras  6.452.501.191,00  

 Tunjangan pph  1.591.699.602,00  

 Pembulatan Gaji  1.573.049,00  

 Tambahan Penghasilan  48.061.469.352,00  

 Jumlah  197.557.616.925,00  

   

 PUD - Belanja PNS  265.889.822.687,02  
  

 

Pasal 7 
 

Berdasarkan Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Kemampuan Keuangan 
Daerah Kota Padang Panjang untuk Tahun 2018 termasuk 
dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah. 

 

 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 8  
 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal   1 Januari 2018. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang. 

   

                                                               Ditetapkan di Padang  Panjang 
                                                                      pada tanggal   7 September 2018 

     
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 

dto 
 

HENDRI ARNIS 
 

Diundangkan di Padang Panjang 
pada tanggal      7 September 2018 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 
 

INDRA GUSNADY 

 
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 25 

 

    

 
 
 

 
 

 
 
 




